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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

1.

BUPATI KARIMUN,

bahwa dalam rangka Penyelarasan penguatan kebijakan
percepatan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa melalui Keputusan Bersama Menteri
Dalam Negerti, Menteri Keuangan, Menteri Desa
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Dan
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Terkait Pelaksanaan
Padat Karya Tunai di Desa Dalam Penggunaan Dana Desa
Untuk pembangunan perlu dilakukan penyesuaian kembali
terhadap Peraturan Bupati Karimun Tentang Tata Cara
Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun 2018;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam hurup a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 68 Tahun
2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian
Dana Desa Tahun 2018

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang- Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu,
Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi,
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna
dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 3902), yang telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008
Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 53
Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan,
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten
Kuantan Singingi, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun,
Kabupaten Natuna dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 4880);



10.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah
denganPeraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 43 tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor
60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2013 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2015
tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015
tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan,
Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016
tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun
2017, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1883);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017
tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun
2018, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1359);

Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri
Keuangan, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi dan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Nomor: 140.8698 Tahun 2017, Nomor: 954/KMK.07/2017,
Nomor: 116 Tahun 2017 dan Nomor : 01/SKB/M.PPN/207
Tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan
Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
Desa ;

Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2015
tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun
2015 Nomor 5);



22. Peraturan Bupati Karimun Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten
Karimun Tahun 2017 Nomor 63);

23. Peraturan Bupati Karimun Nomor 34 Tahun 2015
tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
(Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2015 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN

BUPATI KARIMUN NOMOR 68 TAHUN 2017 TENTANG TATA
CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
TAHUN 2018

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam peraturan Bupati Karimun Nomor 68 tahun 2017
tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun 2018
(Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 69) sebagai berikut:

1.

Ketentuan Pasal 1 ditambah 2 (dua) angka yakni angka 49 (empat puluh

Sembilan), dan 50 (Lima Puluh) sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
3.

Daerah adalah Kabupaten Karimun.
Bupati adalah Bupati Karimun.

Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.
Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.

Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui
dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain
dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah
dan ditetapkan secara demokratis.
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Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah
antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur
masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa
untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan
nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa,
Pemerintah Desa, dan wunsur masyarakat yang diselenggarakan oleh
Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan
kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai
dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan
Pertanggungjawaban Keuangan Desa.

Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah
badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa
melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang
dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk
sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat
RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka
waktu 6 (enam) tahun.

Rencana Keija Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk
jangka waktu 1 (satu) tahun.

Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa,
dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
atau perolehan hak lainnya yang sah.

Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak
dan barang tidak bergerak.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa,
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Dana Desa selanjutnya disingkat DD, adalah Dana yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa
yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat.

Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah
lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan
merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.

Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau
sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.

Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat
PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk
melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
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Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan
pengelolaan keuangan desa.

Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan
bidangnya.

Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan
administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.

Rekening Kas Desa adalah Rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan
Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk
membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.

Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa
yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa.

Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui
Rekening Kas Desa.

Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan
belanja Desa.

Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pedapatan Desa dengan
belanja Desa.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah
selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu
periode anggaran.

Tim Fasilitasi Kabupaten adalah Tim yang diserahkan tugas untuk membina
Desa dalam bidang pemberian pedoman, bimbingan, supervisi dalam
penyaluran dana desa.
Tim Fasilitasi Kecamatan adalah Tim yang diserahkan tugas untuk membina
Desa dalam bidang pemberian pedoman, bimbingan, supervisi dalam
penyaluran Dana Desa.

Pendampingan Desa adalah Kegiatan wuntuk melakukan tindakan
melakukan pemberdayaan masayarakat melalui asistensi, pengorganisasian
pengarahan dan fasilitasi desa.

Tim Pendamping Desa Profesional adalah sebuah jabatan profesi dibawah
Kementrian Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi
Indonesia yang pembentukannya berdasarkan Undang-Undang Desa, yang
bertugas untuk meningkatkan keberdayaan masyarkat di desa.

Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat dengan TPK adalah Tim
yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan keputusan kepala desa terdiri
dari unsur Pemerintahan Desa dan unsur lembaga kemasyarkatan desa
untuk melaksanakan desa dan melaksanakan pengadaan barang/ jasa.

Variabel Independen adalah Variabel untuk menentukan nilai bobot Desa,
antara lain : jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas
wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa.

Koefisien Variabel adalah koefisien (angka), yang di miliki oleh Desa untuk
setiap variabel.

Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan,
penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan,
konsultasi, supervisi, monitoring pengawasan umum dan evaluasi
pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan instansi terkait yang

berhubungan dengan mengawasi tertib administrasi, pembinaan
penyelenggaraan administrasi keuangan dan pelaporan keuangan.

Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Karimun.

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat
yang diberi tugas melakukan pengelolaan keuangan Daerah.
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Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D Adalah
Surat Perintah yang diterbitkan Bendahara Umum Daerah.

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen
yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran atau
pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari
daftar isian pengguna anggaran atau dokumen lain yang dipersamakan.
Infografik desa adalah Representasi Visual informasi, data atau ilmu
pengetahuan secara grafik

Papan Informasi Desa adalah media penyebarluasan informasi yang
merupakan pembelajaran keterbukaan, pertanggungjawaban dan
pencerahan bagi masyarakat.

Padat Kaiya Tunai , selanjutnya disingkat PKT adalah merupakan kegiatan
pemberdayaan masyarakat marginal/miskin yang bersifat pruduktif
berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja dan teknologi
local dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan
menurunkan angka stunting.

Hari orang kerja yang selanjutnya disingkat HOK adalah satu hari kerja
persatu orang pekerja.

Diantara Pasal 20 dan pasal 21 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 20A
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

Besaran Penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
kegiatan pembangunan Desa paling sedikit 30% (tiga puluh persen) wajib
digunakan untuk membayar upah masyarakat dalam rangka menciptakan
lapangan keija di Desa dan mendukung program padat karya tunai
Pemerintah.

Pembayaran upah masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
adalah upah pekeija atau membiayai upah hari orang kerja (HOK) yang
dibayar secara harian atau mingguan dari keseluruhan alokasi
pembangunan Desa dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan
Dana Desa.

Dalam hal APBDesa Tahun 2018 sudah memuat kebijakan penggunaan
Dana Desa untuk kegiatan pembangunan Desa paling sedikit 30% (tiga
puluh persen) wajib digunakan untuk membayar upah masyarakat, maka
Desa melanjutkan pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa secara
swakelola dengan mendayagunakan sumberdaya di Desa.

Dalam hal APBDesa Tahun 2018 belum memuat kebijakan penggunaan
Dana Desa untuk kegiatan pembangunan Desa paling sedikit 30% (tiga
puluh persen) wajib digunakan untuk membayar upah masyarakat, maka
Desa melakukan revisi dokumen APBDesa Tahun 2018 untuk
menyesuaikan pemenuhan HOK minimal sebesar 30 % (tiga puluh persen)
dengan melakukan refokusing atau pemusatan kegiatan pembangunan
serta menyusun proposal kegiatan, RAB dan Desain teknis kegiatan.

Teknis pelaksanaan padat kaiya tunai diatur dalam Petunjuk Teknis Padat
Karya Tunai.



Pasal I

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 2 Maret 2018

~ BUPATI KARIMUN.
C-

pada tanggal 2 M*ret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN

MUHD. FIRMANSYAH
BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2018 NOMOR 4



